94

BAB 11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis dalam Bab 1l, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagal jawaban dari permasalahan yaitu bagaimana model pembinaan dan

apa kendala dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di- Lembaga

Pemasyarakatan narkotika Y ogyakarta adal ah:

1

bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khusus
narkotika harus berpatokan pada Indepedensinya sebagai petugas Lembaga
Pemasyaraatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yaitu mengacu
pada pemasyarakatan, memperhatikan asas-asas pembinaan  dalam
pemasyarakatan, selain dari pada apa yang telah ditentukan didalam peraturan
perundang-undangan, diharapkan para petugas Lembaga Pemasyarakatan
mempunyal tanggung jawab moral yaitu berupa tanggung jawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan harus dapat bekerja secara profesionalisme jangan
terpengaruh dengan keadaan di luar Lembaga Pemasyarakatan agar sesuai

dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.



2.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta juga memiliki kesulitan

daam menjalankan tugas pembinaan. Adapun. yang menjadi kendala Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Y ogyakarta adalah sebagai berikut:

B. SARAN

a Minimnyatenaga ahli

Perlu diusahakan tenaga ahli dengan bantuan tenaga kerja
sosial dari berbaga bidang disiplin-ilmu terutama yakni:
petugas agama, petugas kesehatan, petugas pendidik,
psikolog, dan petugas-petugas lain yang ahli di- bidangnya
yang berkaitan dengan keadaan manusia saat ini dan

pembinaan yang bersifat individual .

. Minimnya  anggaran yang diperoleh Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Y ogyakarta.

Berdasarkan kesimpulan di atas kami akan mengemukakan saran-saran :

1. Untuk kepentingan kepastian hukum hendaknya dalam jangka waktu yang

pendek dapat dirancang Undang-undang Tentang Kesatuan Peraturan Sistem

Pemasyarakatan sambil menunggu Undang-undang system pemasyarakatan

yang harus menantikan penyusunan KUHP yang baru.

2. Perlu disusun kembali buku petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana/ anak

didik dan petunjuk pelaksanaan pembinaan sarana sistem pemasyarakatan secara

terpadu, dimana pedoman pelaksanaan tersebut memuat dasar, hakekat dan
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tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sebagal bagian dari

pembaharuan pidana

. Memperluas ke di narapidana baik untuk
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